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Abstrak
 

Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh

suatu negara, dimana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya

baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Indonesia merupakan salah

satu negara pendiri ASEAN (Asosiation South East Asia Nation) yang mayoritas ruang lingkupnya dibidang

ekonomi, politik dan sosial budaya. Organisasi ASEAN tidak bergerak di bidang pertahanan keamanan

apalagi di bidang pakta pertahanan, pertahanan keamanan merupakan isu yang sensitif karena menyangkut

integritas dan kedaulatan suatu negara. Politik Indonesia yang bebas aktif bertujuan untuk menciptakan

keamanan di dunia, maka kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara lain dalam bentuk kerjasama

bilateral yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Krisis moneter yang melanda Indonesia semenjak

tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 membuat Indonesia harus berjuang menggerakkan roda

perekonomian bangsa yang berakibat langsung pada penghidupan masyarakat di segala strata atau tingkatan,

implikasi dari krisis ekonomi ini merupakan pengaruh dari globalisasi dunia, dimana manajemen ekonomi

makro Indonesia kurang begitu kokoh ditambah dan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang

sehingga banyak timbul KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) yang melanda ditingkat lembaga instansi

pemerintah dan non pemerintah. Beberapa kasus pelanggaran Bank yang dilakukan oleh para koruptor BLBI

yang membawa uang Indonesia ke negara Singapura. Bertolak dari banyaknya para koruptor dan dana yang

berasal dari Indonesia yang melarikan diri ke Singapura membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

mempunyai inisiatif untuk mengembalikan dana dan menghukum para koruptor yang ada di negara

Singapura. Indonesia selama ini belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura maka

kepentingan Indonesia di perjanjian ekstradisi sedangkan kepentingan negara Singapura di DCA (Defence

Cooperation Agreement) dimana Singapura tidak mempunyai lahan latihan karena terbatasnya kondisi

geografi Singapura, sehingga kerjasama pertahanan ini sangat diperlukan oleh SAF (Singapore Armed

Forces) sekaligus untuk menguji alutsistanya yang jauh lebih mutakhir dan modern dari Indonesia.

Perjanjian Pertahanan antara Indonesia dan Singapura telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di

Tampak Siring Bali namun setelah itu banyak menuai pro dan kontra terhadap perjanjian pertahanan antara

Indonesia dan Singapura karena dalam perjanjian tersebut jangka waktunya 25 tahun, wilayah latihan yang

meliputi Alpha1, Alpha 2 dan Bravo cukup luas serta keterlibatan pihak ketiga yang dilibatkan oleh

Singapura. Penolakan perjanjian DCA ini dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, pengamat militer

serta dari Komisi I DPRRI dengan alasan perjanjian ini merugikan Indonesia dengan beberapa alasan

diantaranya terkoreksinya kedaulatan Indonesia, berpengaruh pada mata pencarian masyarakat Provinsi

Kepulauan Riau serta kerusakan alam disekitar Kepulauan Anambas dan Natuna. Penolakan DCA sangat

tepat karena tidak ada keuntungan yang begitu besar yang diperoleh Indonesia sedangkan kerugiannya

cukup banyak seperti dijelaskan diatas, walaupun melalui perjanjian pertahanan ini bisa meningkatkan

profesionalisme TNI dan alih tekhnologi. Diharapkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura
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tidak dalam kontek DCA tetapi kerjasama pertahanan antara masing-masing Angkatan Bersenjata yang

selama ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an yang daerah latihannya tidak luas serta peningkatan

anggaran pertahanan secara bertahap dengan tujuan untuk menjaga seluruh kedaulatan Indonesia serta

dengan ditolaknya perjanjian pertahanan RI-Singapura akan memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia

karena kedaulatan tetap terjaga tanpa di masuki oleh negara lain.

<hr><i>A country needs cooperation in bilateral, regional or multilateral because it is very difficult for one

country to exist without interaction with other countries in economy, politics, socio-culter, security and

defence matters. Indonesia as one of the founding members of ASEAN (Association of South Asia Nations)

whose scope of cooperation involves economic, political, and socio-culter affairs realize this. ASEAN itself

is not a defence pact as it is a sensitive issue for the integrity and sovereignty of member countries.

Indonesia?s politics which is free and active aims at creating security in the world. This drives Indonesia to

have defence cooperation with other countries in a mutually beneficial bilateral agreement. The 1997-2001

Monetary Crises forced Indonesia to drive its economy and brought direct impact to the livelihood of

Indonesians in all walks of life. The crises it self was the effect of globalization. At that time Indonesian?s

macro economy was not so strong and made worse due to lack of institusional control. As a result,

corruption, collusion, nepotism (popularly abbreviated as KKN) widely happened in government and non-

government institutions. One of the big cases was BLBI (Liquidity Assistance of Bank of Indonesia). In this

case many corruptors brought the funds to Singapore. Recognizing the fact that many corruptors and theirs

funds went to Singapore, President Susilo Bambang Yudhoyono decided to regain the funds and bring the

corruptors in Singapore to Indonesian court. Indonesia did not have extradition agreement with Singapore

before. The initiative will be possible if Indonesia and Singapore have signed an agreement. For Singapore,

the agreement should be in the contex of DCA (Defence Cooperation Agreement) in which Singapore with

its limited lands needs areas in Indonesia to test their more modern and sophisticated weaponries. The

Defence Agreement was signed on 27 April 2007 in Tampak Siring, Bali with pro and contra about it. Those

who disagree argue that the length of cooperation which is 25 years is too long. Besides that the practice

zones, Alpha 1, Apha 2 , Bravo are large and enable Singapore to invite third parties in their exercises.

Rejection comes not only from commission 1 of Indonesian Parliament but also from many elements of

society, academicians and military observers. They argue that this agreement has affected Indonesian

sovereignty and income of people in Riau islands, let alone the natural damage around Anambas and Natuna

islands. This thesis supports the rejections and argues that Indonesia does not get much out of it compared to

the loss as mentioned above although the agreement can improve Indonesian Armed Forces (TNI)

professionalism and technology transfer. The agreement should be in the context of defence cooperation and

not in the context of DCA. This has been done since 1970s with limited areas of combat practice. The

dismissal of this agreement can be seen as a way to strength Indonesian national resilience as the

sovereignty can be kept intact without the interference of another country while gradually increasing the

defence budget to protect all Indonesian territory and sovereignty.</i>


